
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2OI7

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA

I<EPTIESI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI

FASILITAS KESEHA:TAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a.

b.

}GBUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENIGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan jasa

pelayanan kesehatan sebagaimana diatrrr dalam Peratrrran
^tut.ni"oi 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya operasional pada

Fasilitras Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang

standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan;

bahwaL dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan

daerah terkait dengan pemanfaatan Dana Kapitasi dan .Non
Kapita,si yang dibayarka-n oleh Badan Penyelenggaxa J_aminan

Sosiaf Kesehitan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur Petunjuk
Teknis; Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan .Non
KapitaLsi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepularran Sangihe;

bahwzr berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf bf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Petun-juk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana

Kapitirsi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

di Fasilitas Kesehatair Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten KePulauan Sangihe ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah- Tingkal II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia rahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822l';

C.

Mengingat: 1.
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Itlegara Republik Indonesia Nomor aa38);

3. Undang-Undang Nomorr 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 15O, Tambah:rn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44ffi\;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lenobaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembar,an Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 744,
Tambahan Lembaran l\[egara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesi.a Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nornor 52a$;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan
Penyelenggara Jaminern Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik: Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomorr 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana teltah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomo:r 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun i1015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah lNomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Normor 140, Tamtrahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a,578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran
Negara lRepublik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara
Pemberiein dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retlribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 11.9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiil Nomor 5 16 1);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OL4 tentang Perubahan
Nama K.abupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi
Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 167,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
lL4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

14. Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun 2OI3 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2ti Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

15. Peraturam Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan
dan PemLanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
81);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2.L Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri lDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelola.an Keuangan Daerah;

17. Peratura:r Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembenfirkan Produk Hukum Daerah (Berita- Negara Republik
Indonesitr Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99
Tahun 2015 tentang Penubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor ',71 Tahun 2OL3 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Netsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 15);

19. Peratura:r Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Program Jarr inan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 87fl;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2OL6 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Peleryanan Kesehar[an dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2076 Nomor 767);

2l.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2ctl6 Nomor 16O1);
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22.Peratura:n Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun
2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembareue Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OO9

Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun
2Ot6 te:ntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupatr:n Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2A16 Nomor 5);

24.Peratlrao Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2OlO
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
(BeritJD,aerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010
23).

Daerah
Nomor

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATUIRAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEL,OLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA

KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NASIONI\L DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMEzu]VTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas

otonomi dan T\rga.s Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan-p,finsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud da-lam U:ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupa'Li Kepulauan Sangihe.

5. Dinas Kesehatan erdalah Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

6. Kepata Dinas Kesiehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Sangihe.

T. Kementerian KesehaLtan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia-

8. Bad.an Keuangan adalah Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
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g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah
Kepala Badan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

1O. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat
yarrg diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

ll.Rencana Kerja dan ,Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencana.ax dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai clasar pen5rusunan APBD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
ada,lah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai darsar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

14. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai Negeri Sipil yang
ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dzLn mempertanggungiawabkan Dana Kapitasi dan Non
Kapitasi.

15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

16. Rekening Kas Umuna Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membzryar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

lT.Jaminan Kesehatan li\lasional yang selanjutnya disebut JKN adalah Jaminan
berupa perlindunga.n kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehartan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

18. Badan Penyelenggara. Jaminan Sosial yang selanjutrrya disebut BPJS adalah
Badan hukum publ.ik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan kesehatan.

19. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh
BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan
jumlah peserta yanfl terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

20. Tarif Non Kapitasi arlalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

2l.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
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22.Peserta. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah Kepala

Rumah t""Sg; Miskin di wilayah Kepulauan Sangihe beserta anggota

keluargany" GrS didaftarkan oleh Pemerintah kepada BPJS.

23. Peserta pekeda adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja

dapat mendafiarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan'

24.Peserta. bukan pekerja dan peserta lainnya adatah individu yang mendaftarkan

diri dan keluarfanya s,ebagai pes,erta kepada BPJS Kes,ehatan.

25. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggarat)''

pelaksanaan, penataus a}laan d.an pertanggttngtrawaban .DTu Kapitasi dan

Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilital k."th"t" Tingkat Pertama dari

BPJS Kesehatan.

26. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya p"i"y".rr., kesehatan pergr?nqan, b3k
promotif, p...r.rrill kuratif '-^..prn rehabilitatif yang dilakukan oleh

i'emerintatr, Pemerintah D aerah dat I at'au Masyarakat'

27- Fasilita-s Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjrrtnya disebtrt FKTP adalah

Fasilitas Kesehatan Milik Pemerint"rt r"u.rpaten Kepulauan Sangihe yang

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik

untuk keperluan observasi, Promotof, preventif, diagnosis' perawatan'

pengobatandan/ataupelayanankesehatanlainnya.

28. FKTP Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjrrtnya disebrrt RJTP adalah

pelayanan kesehatan perorangan yalg dilaksanakan tenaga medis di FKTP

dalam ,".rgt, observasi, Jiagriosis-, pengobatan dan/atau pelayanan

kesehatan yang bersifat umum lainnya'

29. FKTP Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan

kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di FIffP rawat

inap dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan

kesehatan yang bersifat umum lainnya'

30. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang

mempunyai kompetensi untuk rlemUirit<an pelayar'an tilgkat d'asar (ryPT'

RITP, Fustu, Polindes, Poskesd.es, Bidan Praktek, Dokter Praktek dan Klinik

Bersalin)

31. pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang

dapat dilakukan di FKTP dan Jaringallnya meliputi pelayanan rawat jalan'

rawat inap, kebidanan, neonatal dan keluarga berencana.

32.Pe?ayanan langsung adalah pelayanan y"lg langsung diberikan oleh tenaga

Medis *",,pu.,. Para Medis di FKTP dan Jaringannya.

33. Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen

perjanjian yang ditanda tang;ni oleh Bupati dengan Kepala BPJS Kesehatan

yang mengatur hak dan kewajiban para pihak'

34. penyelenggara pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang

menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas Kesehatan milik

Pemlrintah, Pemerintah Daerah dan Swasta'
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35. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan
yang digunakan sebargai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta
BPJS yang dikelola oleh pihak swasta.

36. Jasa Pelayanan adzrlah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan
Rumah Sakit dan IIKTP serta jaringannya atas pelay€ulan dan jasa yang
diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
konsultasi, visite, retrabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

37. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan
kesehatan.

38. Tenaga Kesehatan ardalah setiap or€rng yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan dan mermiliki pengetrahuan dan atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan, yErng untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk :melakukarl upaya kesehatan, antara lain Tenaga Medis,
Tenaga Paramedis, lbnaga Non Medis/Tenaga Penunjang Medis, dan Asisten
Tenaga Kesehatan.

39. Tenaga Medis adalatr dokter, dokte:r gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis
lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran grgl di dalam maupun di luar
negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

4O. Paramedis ad.alah Pr:rawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di
dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

41.Tenaga Kesehatan Non Medis/Penunjang Medis adalah petugas yang bekerja
di sarana kesehatanr untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas
apotik, petugas kesehatan maslrEu'akat, petugas kesehatan lingkungan,
petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga kesehatan, dan lain-lain.

42. Asisten Tenaga Kesr:hatan adalah petugas kesehatan yang memiliki ijasah
dibawah D3.

43. Tenaga Non Kesehatan adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan
untuk menunjang pelayaaan yang terdiri dari petugas administrasi, klining
service, sopir ambularnce daratllaut, dan lain-lain.

44. Program adalah alat manejemen untuk melakukan pemantatran kesehatan
disuatu wilayah kelja secara teru.s menerus, dBff dapat dilakukan tindak
lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas (prograrn, imunisasi, surveilans
epid.emiologi, TB paru, kusta, IS}PA, diare, cacingan, filariasis, malaria,
hepatitis, pengendal:ian penyakit tidak menular, demam berdarah, campak,
rabies, HIV/AIDS, kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, promosi kesehatan,
kesehatan kerja, kesehatan dan olah raga, kesehatan lansia, UKS, SP2TP,

kesehatan haji, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut,
kesehatan mata, perawatan kesehaLan masyarakat, kesehatan lingkungan dan
lain-lain).

45. Kepala FKTP adalatr Penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat
Kecamatan.

46. Operasional dan M,anajemen adzrlah kegiatan yang ditaksanakan dalam
pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
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47. Surat Permintaan Pengesalran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya
disebut SP3B, adalah surat permintaan persetujuan pengesahan pendapatan
dan belanja kepada PPKD untuk mengesahkan pendapatan danf atau belanja
FKTP.

48. Surat Pegesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B
adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai BUD untuk
mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP berdasarkan SP3B.

49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat
yang dikeluarkan oleh PPKD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang
ditunjuk setelah SPI\{ diterima oleh BUD.

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI
,JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

(1) BPJS Kesehatan sel:rku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran
Dana Kapitasi Kepacla FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar
di FKTP sesuai data rlari BPJS Kesehatan.

(2) Pembayaran Dana Kra.pitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan
setiap bulan paling lzrmbat tanggal 15 (lima belas) bulan bedalan.

Pasal 3

Kepala FKTP menJirLrsun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN,
untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Berdasarkan rencaner pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi
JKN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan men5rusun
RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja
Dana Kapitasi JKN.

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada
FKTP, Bupati rnengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing
FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bendahara Dana Kapitasi pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk
selanjutnya disampailkan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pembayaran Dana K.apitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi
pada FKTP diakui sebagai pendapatan.

(1)

{21

(3)

(4)

(sl

(1)

(21

Pasal 4

Pendapatan sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5)
Iangsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

Dalam hal pendapatem Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya
anggaran berkenaal, maka dapat digunakan pada tahun anggaran

digunakan

pada tahun
berilnrtnya.
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(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka
pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.

(4) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat
digunakan untuk jasa pelayanan.

(5) Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dimasukan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang
dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan
realisasi pendapatan dan belarg'a setiap bulan kepada Kepala FKTP.

(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP
kepada PPKD.

(4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana kapitasi '
yang belum digunakan pada tahun anggararl berkenaan.

(5) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD selaku
BUD menerbitkan SP2B FKTP.

(6) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja
FI(TP berdasarkan SP2B.

BAE} III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 6

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan
seluruhnya untuk :

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehata"n; dan
b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 607o (enam puluh Per
Seratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar selisih dari
besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran
jasa pelayanan kesehatan.
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(4) Besaran alokasi unt.uk Jasa pelayanan dan biaya operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati-

(5) Besaran alokasi Dana kapitasi unftrk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan ai f'Xtp d.iaftrr sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JASA PELAYtrTNAN KESEHATAN
DANA. KAPITASI

Pasal 7

(1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimakrsud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk
p.-b^y^ran jasa pellayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan yang melaLkukan pelayanan pada FKTP'

(2) Tenaga Kesehatan clan tenaga no:n kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat lf1 rnetiputi PegSawai Negeri Silpil, Pegawai Pemerinta-h dengan Perjanjian
X.rf'", dan pegawai tidak tetap, lfang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) pembagian jasa pelrryanan keseha"tan kepada tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan sebagaimana dimLaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
mempertimbangkan variabel :

a. Jenis ketenagaan danf atau jabatan;
b. Kehadiran.

( ) Variabel jenis ketenergaan dan/atau
(3) huruf a, dinilai sebagai berikut :

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus
b. Tenaga Apoteker atau Tenaga lProfesi

lima puluh);
Keperawatan (Ners), diberi nilai 1OO

(seratus);
c. Tenaga Kesehatan setara Sl /D'1, diben nilai 8O (delapan puluh);
d. Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
e. Tenaga Non Kesr:hatan paling :rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan,

diberi nilai 5O (lirna Puluh); dan.
f. Tenaga Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(5) Tenaga sebagaimarra dimaksud pada ayat (4l', yang merangkap tugas
administratif diberi nilai sebagai berikut :

a. Tambahan nilair 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai kepala FKTP;

b. Tambahan nilai 50 (lima pulruh), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai bendaherra Dana Kapitrasi JKN; dan

c. Tambahan nilai 3O (tiga puhrh), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaal
keuangan.

Pasal 8

(1) Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), yang merangkap tugas
sebafai p".ru..rgg.rng jawab progrant atau yang setara, diberi tambahan nilai 1O

(sepuluh) untuk setiap program atetu yang setara'
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(2) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
masa kerja :

a. 5 (lima) tahun seLmpai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi
(lima);

b. 11 (sebelas) tahun
nilai 1O (sepuluh);

sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan

c. 16 (enam belas) tahun samPai
tambahan nilai 15 (1ima belas);

dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi

d. 2t (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun,
diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);

e. Lebih dari 25 (dtra puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh
lima);

f. Masa kerja bagi. tenaga honor daerah, PTT pusat atau Tenaga dengan
perjanjian kedaL dengan pernerintah masa kerjanya dihitung sejak
diangkat dan tidak pernah putus, apabila pernah putus, maka masa
kerjanya dihitunLg sejak masa kerja periode terakhir hingga kondisi saat
ini.

(3) Variabel kehadiran sebagaimana <limaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b
dinilai sebagai berilmt :

a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai

dengan 7 (tujuh).jam, dikurangi 1 (satu) poin;
c. Alpa atau tidak lhadir, izin melebihi dua hari akan dipotong 1 (satu) poin

per harinya.

(a) Ketidakhad.iran akibat sakit dengan dibuktikan oleh surat keterangan d.okter,
dan/atau penugas€ur kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan
nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(S) Ketidakhadiran akibat izin maksimal 2 (dua) hari dengan dibuktikan oleh
surat izin oleh atasein langsung, dan/atau cuti yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang tetap diberikan rrilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a.

Pelaya:nan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan
Non Kesehatan dihiturng dengan menggunakan formula sebagai

(4) yang memiliki

tambahan nilai 5

(6) Jumlah Jasa
dan Tenaga
berikut :

(
Fresentasi
Kehadiran x Jenis

Ketenagaan

Rangkap TanggungJawab I
+ Masa + T\rgas + Program Yang 

I' Kerja Adminisrasi DiPegang 
I

Total Jumlah Seluruh lPoint

Jumlah
x Dana Jasa

Pelayanan

Keterangan :

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

(7) Jumlah jasa pelayra.nan yang dirterima oleh Tenaga Kesehatan dan non
kesehatan harus rnemperhitungkan pajak sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(8) Format perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing
tenaga kesehatan d.an tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tercantum dralam lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB V

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DANA KAPITASI

Pasal 9

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,
dimanfaatkan untuk :

a. Biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Dukungarl biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Belanja barang o,perasional terdiri atas :

1) Pelayanan kesehatan dalam gedung;
2) Pelayanan k.esehatan luar gedung;
3) Pelayanan rujukan Pasien;
4) Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
5) Bahan cetak atau alat tulis kantor;
6) Administrasi, koordinasi prograrn, dan sistim informasi;
7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
8) Pemeliharaain sarana dan prasarana.

b. Belanja modal u.ntuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan peru[ndang-undangan.

(3) Pengad.aan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan
barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya clapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan Tipe A sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud
ketersediaarl yang dialokasikan oleh

(5) Pengadaan sebagairnana dimaksud
formularium nasione[.

pada ayat (3) harus mempertimbangkan
pemerintah dan pemerintah daerah.

pada ayat (3) harus berpedoman pada

(6) Dalam hal obat dran bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak
tercantum dalam forrnularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

dapat menggunakan. obat lain termasuk obat tradisional, obat herba-l standar
dan fitofar maka seciara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

(7) Ketentuan lebih larrjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya
obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan braya operasional
pelayanan kesehatarr lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
arfa- lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



t2)

(3)

(4)

Bagr pendamping rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf

a poin 3, da-lam**"i.t "rrrakan 
tugas wajib membawa surat tugas' dan tanda

terima pasien oleh petugas kese"hatan yang berada di fasilitas pelayanan

tujuan rujukan.

Jasa bagi petugas pend,amping rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
'

di puskesmas wilayah daratern i.;;;h"rt "rLgp" 
sebesar 50 % (Lima Puluh

per Seratus) dari biaya ;il pengelufan bahan bakar minyak

prrsling/ambrrlans per tiap kali rujrrkan'

Jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

di puskesmas wilayah pulau {d:skesmas l$rro'", Puskesmas Kahakitang)

diberikan sebesar LO o/o (Sepuiuh per Seratus) dari- biaya riil pengeluaran

bahan bakar minyak pusling laut/sewaf carter perahu/kapal per tiap kali

rrjukan-

(5) Jasa bagi petugas pendamping rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (21'

di puskesmas frr". Tabulian"aiOl.imt sebe-sar 70 o/o (Sepuluh Per Seratus)

dari biaya riil pengeluaran bahan bakar minyak pusling laut/sewaf carter

perahu/kapal per tiap kali rujukan, dan- ulfuk sopir ambulans/pusling darat

dari pelabuhan Petta ke Runnift Sakit diberikan jasa sebagaimana diatur pada

ayat (4).

Pembayaran
(lima belas)
Kesehatan.
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Pasal 12

BAB VI

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 11

FKTP mengajukan klaim Dana Non Kapitasi kepada BPJS Kesehatan

te.dasartaiienis dan jumtah pelayanan yang diberikan di FKTP'

Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan langsung ke rekening

FKTP.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya 15

t rri t"4" ..:"r. dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS

dan belanja Dana Non KaPitasi JKN
(1) Kepala Dinas Kesehatan men5rusun
yang memuat rencana pendapatan dan

(3) Dalam hal Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun
' anggarar:r berkenaan, *dk* dapat digunakan pada tahun anggaran

berikutnYa.

Kepala Dinas Kesehatan rnen;rusun
Non Kapitasi JKN.

Berdasarkan rencana PendaPatan
sebagaimana dimaksud Pada aYat
DPA-SKPD Dinas Kesehatan TiPe A
belanja Dana Non KaPitasi JKN'

rencana pendapatan dan belanja Dana
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BAB VII

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 13

(1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS seluruhnya akan disetor
ke kas daerah oleh FKTP sebagai Pendapatan Daerah.

(2) Dari Dana yang disetor ke kas daerah seluruhnya akan dipergunakan untuk
jasa pelayanan dan biaya operasional di FIffP.

BAB VIII

JASA PELAYANAN KESEHATAN
DANA NON KAPITASI

Pasal L4

(1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),
diperuntukan untuk Jasa Medis, Paramedis, Non Kesehatan serta Jasa
Manajemen dan Operasional di FKTP dan jaringannya dengan rincian sebagai
berikut:
a. Jasa Tenaga Medis;
b. Jasa Tenaga Para Medis;
c. Jasa Tenaga Kesehatan Non Medis atau Penunjang Medis;
d. Jasa Tenaga Non Kesehatan;
e. Jasa Man4iemen dan Biaya Operasional FKTP

1. Jasa Manajemen :

a) Jasa Kepala FKTP;
b) Jasa Bendahara JKN;
c) Jasa Kepala Ruang Perawatan dan Koordinator Bidan;
d) Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen.

2. Biaya Operasional F''KTP.

(2) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat bagian
sebesar 40 % (empat puluh Per Seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.

(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada para tenaga !

medis yang melayani pasien rawat inap.

(4) Jasa untuk tenaga paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mendapat bagran sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Per Seratus) dari dana
keseluruhan hasil klaim.

(5) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada perawat dan
bidan yang melayani pasien rawat inap.

Pasal 15

(1) Jasa tenaga kesehatan Non Medis atau Tenaga penunjang medis Sebesar 10
% (sepuluh per seratus) dari dana keseluruhan hasil klaim.



(2)

(3)

(41

(s)

(21

(3)

(4)

(5)

-15-

Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada tenaga
apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium, asisten penata
laboratorium, penata roentgen, petugas ruang obat puskesmas, penanggung
jawab gudang obat dan ruang obat puskesmas, petugas laboratorium dan
penanggung jawab laboratorium puskesmas, dan ahli gizi atau kepala ruang
dapur gizi puskesmas pada puskesmas yang memiliki dapur puskesmas.

Jasa Tenaga Non kresehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
huruf d, rnendapat bagian sebesar 5 o/o (lima Per Seratrrs) dari dana
keseluruhan hasil klaim.

Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada tenaga sopir
ambulance, tenaga pusling darat dan pusling laut, petugas kebersihan, dan
teknisi alat kesehatan.

Jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ayat (1) huruf e, mendapat bagian sebesar lO o/o (Sepuluh Per Seratus)
dari dana keseluruhan hasil klaim.

Pasal 16

(1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi atas :

a. Jasa manajemen; dan
b. Biaya operasional.

Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapat
bagian sebesar 60 %o (enam puluh Per Seratus) dari dana hasil klaim dalam
Pasal 15 ayat (5).

Jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas :

a. Jasa Kepala FKTP mendapat bagian sebesar 5O o/o (lima puluh per seratus)
dari dana hasil klaim;

b. Jasa Bendahara JKN mendapat bagian sebesar lO o/o (Sepuluh per seratus)
dari dana hasil klaim;

c. Jasa Kepala Ruang Keperawatan dan Koordinator Bidan mendapat bagian
sebesar 40 o/o (empat puluh per seratus) dari dana hasil klaim.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat
bagian sebesar 40 o/o (empat puluh Per Seratus) dari dana hasil klaim dalam
Pasal 15 ayat (5).

Jasa pelayanan yang berasal dari tindakan atau pemeriksaan yang berkaitan
dengan pasien kebidanan dan kandungan, maka diatur sebagai berikut :

a. Apabila Bidan selaku penolong langsung atau pembuat tindakan
kebidanan/kandungan, maka akan diberikan jasa pelayanan sebesar 70 o/o

(Tujuh Puluh Per Seratus) kepada bidan selaku tenaga yang langsung
melakukan pemeriksaan ataupun tindakan persalinan, dan 20 % (dua
puluh perseratus) kepada dokter jaga selaku penanggung jawab,
selanjutnya sebesar 5 % (lima" Per Seratus) diberikan kepada tenaga
penunjang medis dan tenaga nron kesehatan yang membantu melayani
pasien dan sebesar 5 % (lima F'er Seratus) untuk manajemen dan biaya
operasional sebagaimana diatur pada ayat (1);
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b. Apabila Dokter selaku penolong langsung, maka akan diberikan jasa
pelayanan sebesar 70 %o (Tujuh Puluh Per Seratus) kepada dokter selaku
penolong langsung atau pembuat tindakan kebidanan/kandungan yang
langsung melakukan tindakan atau pemeriksaan, dan 20 o/o (Dua Puluh
Per Seratus) kepada bidan selaku asisten dokter, selanjutnya sebesar 5 %o

(lima per seratus) diberikan kepada tenaga penunjang medis dan tenaga
non kesehatan yang membantu melayani pasien dan sebesar 5 % (lima per
seratus) untuk manajemen dan biaya operasional sebagaimana diatur
pada ayat (1).

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DANA NON KAPITASI

Pasal 17

Biaya operasional IIKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4),
dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung
maupun luar gedung FKTP dan Jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan
kesehatan terhadap peserta, meliputi :

a. Biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan;

b. Pengadaan alat tu.lis kantor, penggandaan;
c. Pengadaan Suku r:adalg Ambulans darat/laut;
d. Pengadaan komputer dan suku cadang;
e. Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas petugas kesehatan.

Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila bahan medis habis
pakai/obat yang d.ibutuhkan tidak tersedia di instalasi Farmasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe (situasionai), dan dapat dibeli di
toko obat/ Apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaltar
dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik.

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti
nota dari pihak peny'edia.

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d, wajib menyertakan dokumentasi/foto.

Ketentuan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

TARIF PADA FKTP

Pasal 18

(1) Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi

a. Tarif Kapitasi; danL

b. Tarif Non Kapitasi.

(2)

(3)

(4)

(s)
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Besaran Tarif Kapitasi sebagpimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan
berd.asarkan seleksi dan kredensial yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan, Dinas
Kesehatan Kabupaten dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan

mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapaf,L sarana dan
prasarana, lingkup pelayana:n, dan komitmen layanan.

Penggunaan kriteria dalam pertimbangarl penetapan besaran tarif kapitasi
berdasarkan seleksi dan kr:edensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara bertahap, yang untuk pertama kali menggunakan
pertimbangan sumber daya rnanusia.

penetapan besaran Tarif Kap,itasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan
bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP dengan
mempertimbangkan penilaian pemenuhan kriteria sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (31.

(5) Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
ketersediaan dokter dan doktter gigi.

Pasal 19

(1) Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan
kepulauan yang diberikan oleh FKTP ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi
khusus.

(2) Ta;1f Kapitasi Khusus bagi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang
memiliki dokter ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per peserta per
bulan.

(3) Tarif Kapitasi khusus bagi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
hanya memiliki bidan/perawat ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu
rupiah) per peserta per bulan.

(4) Dalam hal jumlah peserta terdaftar pada FKTP kurang dari 1OO0 peserta, tarif
kapitasi khr=r" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan minimal
sejumlah kapitasi untuk 1000 peserta.

(5) Ketentuan mengenai FKTP pada daerah terpencil dan kepulauan sebagaimana
dimaksud pada aya.t (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

(6) Ketentuan lebih laniut tentang tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dan Pasal 19 ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Per'aturan Bupati ini.

BAB xI

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2O

Kepata FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan
dan belanja Dana kapitasi dan non kapitasi JKN-

Bendahara JKN FKT'P mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan
atas penerimaan dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang
sah.

(3) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundan g-undangan -

(3)

(4)

(1)

(2t
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Pasal 2 1

Laporan pertanggungiawaban pemanfaatan Dana dibuat berdasarkan kebutuhan,
dokumel dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB XII

PEMBIN,MN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh

Kepala Dinas Xeslnatan dan flp,ala FIffP secara berjenjang dan secara fungsional

oleh aparatur pengawas inst&rsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

sesuai d.ng"rt ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

pada saat peraturan Bupati ini rroulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan
Sangihe Nomor ZT Tahun 2OL6 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan
pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan

Nasional Di Fasilitas Kesehatem Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap o..ng dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bipati ini dengan penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, t0 Febn:.ari ffS1?

PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PALAND

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 10 Febnrari ?01?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN SANGIHE

h^
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN zAfi NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 f',nHilf 901?

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELoI,AAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA MPITASI

DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN

TINGKATPERTAMAMILIKPEMERINTAHDAERAHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE

A. PEMANFAA?AN DAN BEIANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

PEMANFAATANDANBELANJAKEGIATANDARIDANAKAPITASI

1. BELANJA BARANG OPERASIONAL

Belanja Obat.
Ruang Linkup dari Belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan

rcpaJa semu€r pasien yang mendafa*an pelayanan kesehatan termasuk JKN

di FKTP milik Pemerintah Daerah'

Contoh belanja:
paracetamol (Tab, symp) Amoksisilin (tab, symp), Antasida (Tab, syrlp), cTM rrab),

Alopurinot (Tab), asam Aslrrobat/vit c (Tab), captopril [rab), Deksamethason ffab)'

Asam Mefenamat (Tab), Ud"k"it'd" lain-lai''
Belanja Alat Kesehatan
Ruang linglup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan'

alat-alat laboratorium .,rrLt pemeriksaan laboratorium di FKIP migk

Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:
Dental Unit, Stebilisator, Stetoskop, Tensi Meter, Tabung Gas Oksigen, Gunting, Bejana

@abisPakai(BMHP)
Ruang ling!<up dari belaaja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan

il- Damarint

#;J;il;;;;hyanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah

Daerah.

@DalamGedung
Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta

,rarnD *ilil,
;ilG][ilffi*rp upaya promotif, prevlntir, turatir dan rehabilitative di FlmP miuk

Pemerintah Daerah.

Contoh Belanja:
Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta , narasumber)'

uang harian bagi narasumber, konsumsi, rapat, biaya petugas pilcreliaga (honor lembur +

Petayanan Xesehatan Luar Gedung

Lingkup pelayanan Luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya

promotif, preventif, turatif aan iehabiutatjf serta kunjungan rumah pada peserta JKN

dalam penyelenggaraan program JKN'

Contoh Belanja :

Uang transpoi bagi sopir pusling dan petugas pendamping rujukan, uang td* petugas

dalam kuqjungan **at , konsumsi p"ttyolt nL/sosialisasi, transpor dan honor narasumber

t Puskesmas Keliling

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan Puskesmas Keliling

(pusling) sehingga zusring selalu siap dan a"u* kondisi prima sehingga optimal dalam

pelayanan kesehatan.

Contoh Belanja
Bahan bakar Minyak (BBM) penggantian oli, penggantian suku cadang pusling servis berkala

dan pemeliharaan kendaraan pusling dan lain-lain
gahan Cetak atau Alat Tulis kantor
Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebufuhan akan cejaLl<anda1 *::::
t"rito, yurrg diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pe-

layanan kesehatan bagi masyarakat'

Contoh Belanja
cetak Family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer'

cetak leallet, brosur, poster dan lain-lain



h. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi.
Ruang lingkup belanja ini adalah kegiatan administrasi, koordinasi program dan
pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta JKN

Contoh Belanja :

Transpor, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi,
materai, perangko, hardware dan sofiware sistem informasi (komputer, laptop), motls€'
printer. lanssanan internet, LCD, dan lain-lain.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Mansuia Kesehatan.
Ruang lingkup belanja ini adatah dalam rangka meningkatkan kemampuan/
peningkatan kapasiras SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah.

contoh belanja
Transpor, uang harian, biaya penginapan, biaya pakket pelatihan.kursus, honor
narasumber, komsunsi dan lain-lain.

j Pemeliharaan sarelna dan prasarana
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP

milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih
baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Contoh belanja
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan Ftr(TP,

perbaikan saluran air/wastafel, perbaikan closet, biaya tukang penggantian pintu,
dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecetan pagar FlffP,
service alat kesehatan, dan perbaikan rumah dinas dokter dan dokter gtg, dan

lain-lain.

2. BEI/.NJA MODAL

@ Prasaranayang berkaitan langsung dengan pelqyanan
kesehatan.
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FIffP
milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan

pelayanan kesehatan di FlmP milik Pemerintah Daerah.

Contoh Belanja
Belarg'a kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja

kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan

pagar FKTP, dan lain-lain.

B. STANDAR TARIF KAPITASI DAN NON KAPI?ASI PADA FASTLITAS

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERTNTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

1. Tarif

No. JENIS F}NP KETERSEDIAAN SDM
STANDARTARTF

/JiwalBulan
{RDI

1. Puskesmas/

yang setara

fidak memiliki dokter dan tidak
memiliki dokter sisi

3,O0O

3,50O

4,5OO

5,O00

5,5OO

6,OOO

Memiliki dokter gigi dan tidak
memiliki dokter
Memiliki 1 orang dokter dan
tidak memiliki dokter s'Ftr

Memiliki 1 orang dokter dan
dokter eisi
Memiliki paling sedikit 2 orang
dokter tetapi tidak memiliki
dokter rrioi

Memiliki paling sedikit 2 orang
dokter dan memiliki dokter slql

2 Dokter Praktik Mandiri Memiliki 1 orang dokter 8,000

3. Klinik pratama/
yang setara

Memiliki 2 orang dokter dan
tidak memiliki dokter gisi

9,0oo

10,000Memiliki minimal 2 orang dokter
dan memiliki dokter gigi

4 FfmP Terpencil/

di Kepulauan

Memiliki dokter
Hanya memiliki Bidan/ Perawat

10,000

8,000



b.

2. Tarif Non Kapitasi

a. Faktor Pelayanan Kefarmasian

Tarif Rawat I

Balik

T'erte

d.

anan

Harga Dasar Satuan Obat
Faktor Pelayanan

Kefarmasian

< Rp. 50.000 0.28

Ro. 50.000 sampai densan Rp' 250'oo0 o.26

Rp. 25O.OO0 sa.mpai dengan Rp' 5OO.OO0 o.21

Rp. 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000 o.16

Ro. 1.OOO.OOO sampai dengan Rp. 5.OOO.OOO o.11

Rp. 5.OOO.OOO sampai dengan Rp' 1O.OO0.OOO o.09

> Ro. 1O.0OO.OOO o.o7

Pemeriksaan Penun Ru uk

Jenis Pemeriksaan
Standar tarif

(Rpl

Pemeriksaan Gula darah sewaktu (GDS) 20,ooo

Pemeriksaan GuIa Darah Puasa (GDP) 2O.0OO/bulan sekali

Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP) 2O.000/bulan sekali

Pemeriksaan HbAlc
2O0.O0O/3-6 bulan

sekali

Pemeriksaan Kimia Darah (2 kali setahun) :

a. Microalbuminuria

b. Ureum

c. Kreatinin

d. Kolestrol Total

e. Kolestrol LDL

f. Kolestrol HDL

g. Trigliserida

120,O00

30,000

30,000

45,000

60,ooo

45,OOO

50,000

Kesehatan ntu

Jenis Pemeriksaan
Standar tarif

(Rp)

Pemeriksaan IVA 25,000

Pemeriksaan Pap Smeelr 125,O00

Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu 20.ooo

Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP) 20,000

Perneriksaan Gula Dar,ah Post Prandial 20,o00

Pelayanan Terapi Krio untuk kasus Pemeriksaan

IVA positif

150,000

na

Jenis Pelayar:ranan Volume Standar tarif (RP)

Rawat Inap 1 (satulpaket 200,ooo



e. Pelayanan Kebidanan, Neonatal dan Kelu Berencana
Jenis Pemeriksaan / Pelayanan Volume Standar/Tarif (Rp)

Pemeriksaan ANC 1 paket minimal 4 kali

pemeriksaan
200,000

Pemeriksaan ANC tidak dilakukan

di satu tempat
1 paket perkunjungan 50,ooo

Persalinan Normal oleh dokter 1 paket 800,000

Persalinan Normal oleh bidan 1 naket 700,o00

Persalinan Normal dengan

tindakan emersenci dasar
1 paket 95O,OOO

Pemeriksaan Post Natal Care {PNC)/

/ Neonatus

l paket 2kali kunjungan

Ibu Nifas dan Neonatus

KFl-KNldan KF2-KN),

1 kali kunjungan KN3,

1 kali kunjungan KF3

unft-rk tiap k'uniungan

25,OOO

Pelayanan Tindakan Pasca Per-

salinal
1 paket 175,OO0

Pelayanan Pra Rujukan pada

komplikasi kebidanan dan/ atau

Neonatal

1 paket 125,OO0

Pemasangan dan / atau pencabut-

an lUD/Imolant
1 kali tindakan 100,000

Pelavanan Suntik KN 1 kali suntik 15,OO0

Penanganan Komplikasi KB 1 kali tindakan 125,OOO

Pelayanan KB MOPlvasektomi 1 kali tindakan 350,OOO



C. FORIIIAT PERHITIIITGAI{ JASA PELAYANAN
Nama Puskesmas
Jumlah Peserta JKN
Jumlah Besaran Kapitasi
Jumlah Kapitasi
Bulan

, Enemarvrra

: ll.707
: 5500

: 64.383.500,-
: Mei 2016

No Nlr@ Pegasai JaDat6
JENIS

ilE-TENAGAAX
NI{SA
KERJA

KEHADIRAN

IA},GXAP TUGA{
ADMINISTRATIF

TANGGUNG
JAWAB

PROGRAM

Jumlah Point
Vriabcl

Ketenagq

(-Kolo61+2{
5+6)

P!.cente
Kehadire

l% Pembdgiu
Kolom 3 dbas

xolom 4l

Juolah Totql PENERIMAAN KAPITASI DENGAN
JUMLAH PESEFrTA 8. I 17

JASA PELAYANAN
YANG DMRIMA

DENGAN PESERTA
8.r17

(KoloogXKoloo t0
diba8i JuRIah Total

koloo 9)

Jualah Hd
Kurja

(Pcrkafiu
Kolob 8 X
KoloB 7)

Ju6lah Hu
M@k Kcrjr Je Pclaymm

(60ol")

Biaya
Opcrmional

Foq")

lr. Mtrlv. V.r.w.rl Ohv KeDEla Pu*e@s r50 26 2s5 100 bJE
Peiasai oo 26

50 10

ien-kV S.hnrbaii
5 Uulian. O X€bilh. Amd.KaP 60 38 630. IOO

ldr. Asrllrd! Mk6nton.na Doklcr 15'o lss 38.630. I OO

lWaEEa Ab.n. SXM SKM 80 lo 95 r 38.630.100
IRuth hb.rl 50

Usru. hFL 60
Amd.K.o tn

lFredsil. A M.nr.mlt 26 50 to 135

r. Amd.XaD ,6 70

i.O. trtlil 26 ln ao
lH.rlln& )6 65

26 30 90 R6 106
)dlioH(.h"llr^ 

^64
26 7S Ro

lde l.Ch M,6a., A6d (.o 26 RD

65
100 74,

Pb
Ro

65 RD 25.7 53.4
23 md.XtD 26 60 100 RE 25-753.lu
24 D3 26 EO 100 Ro

:lcille M.!.. D3 26 65 'I OO Rb

SanlM D3 26 lo 100
a0 P.rawat 60 26 loo

60 0 o
lap D3 60 o 0 r.t

cp 60 26 b5 oo
\YU 5. t nt.monr Amd.XaO Pelawat 60 26 10 73
rnc I AmdsO R.rfrakiidis Opticis 26 lo 10

1!6!l o.mir, Amd.xep 60 26 IJ
50

35 lUJtha N Slrlh. hd 60 lo 4.530. loo sr3.96l
60 4.630- 10()

n Bida 50 i8.630.1OO

50 rA.630.1OO

J9 lUdva Mrktd Asisted Pera 50 14.630.loo 6?O.234
40 lFra Asistcd Pera s 670.234

[561d. PaDrrrh!. hd.X"b 60 18.630.10{)

42 lYoula Adiortl. Ama hu
"13 lNome I .1..-ir! S.Fic.
4q lArm.noo Slkomc r8.530. loo

3170 Rp 38,63{t,1m

PJ. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

T PALANDUNG


